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Penelitian ini dipilih karena dilatarbelakangi adanya kesenjangan
peraturan desa tentang rancangan pembuatan peraturan desa terhadap
konsultasi yang dilakukan kepada masyarakat yang menjadikan partisipasi
dalam masyarakat berkurang dan menimbulkan adanya ketidak optimalnya
kegiatan konsultasi, yang seharusnya menurut pasal 69 ayat 9 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan kepada
masyarakat secara langsung melakukan konsultasi dalam pembuatan
rancangan peraturan desa, kasus ini berada di Kabupaten Kediri tepatnya
di Desa Ngablak alasan yang mendasar dalam penelitian ini adalah peneliti
menemukan adanya kesenjangan dalam pembuatan rancangan peraturan
desa di desa tersebut, dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi
dalam sosial masyarakat dan juga di bagian hukum pemerintah desa untuk
menitikberatkan pada implementasi pasal 69 ayat 9 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Konsultasi Rancangan
Peraturan Desa kepada Masyarakat Desa yang terjadi di Desa Ngablak
Kabupten Kediri.

Rumusan masalah dalam hal ini mencangkum dua hal utama : 1)
Bagaimana implementasi pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desaa terhadap rancangan peraturan desa yang harus
dikonsultasikan kepada masyarakat desa di Desa Ngablak Kabupaten

Kediri? 2) Bagaimana proses konsultasi kepada masyarakat desa yang
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dilakukan pemerintah desa di Desa Ngablak Kabupaten Kediri? Penelitian
ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui implementasi pasal 69 ayat 9
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap rancangan
peraturan desa yang harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa di
Desa Ngablak Kabupaten Kediri. 2) Untuk mengetahui proses konsultasi
kepada masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa di Desa Ngablak
Kabupaten Kediri. Metode penelitian ini adalah empiris dan teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi,
teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan dan validitas data diperiksa melalui triangulasi

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil Penelitian menunjukkan : 1) Implementasi pasal 69 ayat 9
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap rancangan
peraturan desa yang harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa di
Desa Ngablak Kabupaten Kediri telah dilaksanakan oleh pemerintah desa
dan seluruh masyarakat Desa Ngablak sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan sudah menerapkan
partisipasi, konsultasi dan aspirasi dari masyarakat. 2) Proses konsultasi
kepada masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa di Desa Ngablak
Kabupaten Kediri, dalam hal ini masyarakat Desa Ngablak Kabupaten
Kediri belum menyerap secara optimal dalam melakukan proses konsultasi
karena adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya, baik dari faktor

masyarakat sendiri atau teknis.
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ABSTRACT
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This research was chosen because of the background of the gap in
village regulations regarding the draft of village regulations on
consultations carried out to the community which makes participation in
the community reduced and causes suboptimal consultation activities,
which should be according to article 69 paragraph 9 of Law Number 6 of
2014 concerning Villages require the community to directly consult in the
drafting of village regulations, This case is located in Kediri Regency,
precisely in Ngablak Village, the basic reason for this research is that the
researcher found a gap in the drafting of village regulations in the village,
in this case the researcher will conduct observations in the social
community and also in the legal section of the village government to focus
on the implementation of article 69 paragraph 9 of Law Number 6 of 2014
concerning Villages on Consultation of Village Regulation Drafts to
Village Communities that occur in Ngablak Village, Kediri Regency.

The problem formulation in this case encapsulates two main
points: 1) How is the implementation of Article 69 paragraph 9 of Law
Number 6 Year 2014 on Villages on the draft of village regulations that
must be consulted with the village community in Ngablak Village, Kediri
Regency? 2) How is the consultation process with the village community
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conducted by the village government in Ngablak Village, Kediri Regency?
This research aims to: 1) To determine the implementation of Article 69
paragraph 9 of Law No. 6/2014 on Villages on the draft of village
regulations that must be consulted with the village community in Ngablak
Village, Kediri District. 2) To determine the process of consultation to the
village community conducted by the village government in Ngablak
Village, Kediri Regency. This research method is empirical and data
collection techniques include interviews, observation, and documentation,
data analysis techniques are carried out through the process of data
reduction, data presentation, and conclusion drawing and data validity is
checked through source triangulation, technigque triangulation, and time

triangulation.

Research results show: 1) The implementation of Article 69
paragraph 9 of Law No. 6 of 2014 on Villages on draft village regulations
that must be consulted with the village community in Ngablak Village,
Kediri Regency has been implemented by the village government and the
entire Ngablak Village community in accordance with Law No. 6 of 2014
on villages by implementing participation, consultation and aspirations
from the community. 2) The consultation process to the village community
conducted by the village government in Ngablak Village, Kediri District,
in this case the Ngablak Village community, Kediri District, has not
optimally absorbed the consultation process due to gaps in its

implementation, either from the community itself or technical factors.
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